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ABSTRAKKorporasi merupakan badan hukum yang memiliki organ yang menjalankan usahanya. Organtersebut terdiri dari pengurus dan pegawai korporasi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terhadapperbuatan pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya. Kesalahan tersebut bukanindividual akan tetapi kolektif, karena korporasi menerima keuntungan. Penempatankorporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari perbuatan sosial. Banksebagai korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pemberian kredit yangdilakukan oleh bankirnya. Hal ini terjadi apabila kegiatan pemberian kredit  telahdilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis sesuaidengan prinsip kehati-hatian, dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan bank tersebut,banker tidak mempergunakan penyaluran fasilitas kredit untuk keuntungan diri sendiri, danbanker dimaksud dalam menganalisis telah bertindak professional dan telah melaksanakantugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pertanggungjawaban pidana bagikorporasi di bidang perbankan dapat diterapkan, terutama apabila undang-undang di bidangperbankan itu sendiri telah mengaturnya.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perbankan.
ABSTRACT

Corporation is a legal entity which has an organ which carries on it business. The organ consists
of officers and employees of the corporation who has each duties and functions. Corporation can
be blamed if deliberate action or omission to an act on the people who become the tool
equipment. The error is not only as individual but also collective, it is because corporation
receives profit. The placement of corporation as a subject in criminal law can’t be separated
from social action. Bank as a corporation has a criminal liability on the lending activity which is
done by it banker. This thing happens when the lending activities have been done in accordance
with the rules, analyzed in accordance with the precautionary principle. Intended solely for the
interest of bank, the banker doesn’t use the distribution of credit facilities for the benefit of
themselves, and the banker referred in analyzing has acted professionally and have done his
duty in accordance with his own skill. Criminal liability for corporation in banking sector can be
applied, especially if the law in banking sector has been set.
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I. Pendahuluandemi tegaknya peraturan hukum(rechtsmatigheid) dan bersamaan dengan itudi sisi yang lain adalah demi terciptanyakesejahteraan yang menjadi cita-cita orang
banyak (doelmatigheid).1 Hukum terbagi atasbeberapa jenis, salah satunya adalah hukumpidana. Menurut Simons, hukum pidanadapat dibagi menjadi hukum pidana dalamarti objektif atau strafrecht in objectieve zin

1 Sunarjo Wreksosuhardjo, Filsafat
Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif,(Yogyakarta: Andi, 2004), halaman 63
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dan hukum pidana dalam arti subjektif atau
strafrecht in subjectieve zin.2Pada hukum pidana, seseorang dapatdimintai pertanggungjawaban atasperbuatan yang telah dilakukannya apabilamemenuhi beberapa hal sebagai berikut :1. Adanya kesalahan;2. Memiliki kemampuan bertanggungjawab; dan3. Tiada alasan penghapus pidana.Pada masa sekarang, adanyaglobalisasi dapat memberikan dampakpositif bagi manusia, akan tetapi selainmembawa manfaat bagi umat manusia, jugamembawa masalah serius baru, antara laindalam bentuk kejahatan ekonomi yang lebihcanggih, salah satunya adalah kejahatankorporasi, sehingga bagaimana denganpertanggungjawabannya.3Korporasi adalah suatu gabunganorang yang dalam pergaulan hukumbertindak bersama-sama sebagai suatusubjek hukum tersendiri. Korporasi adalahbadan hukum yang beranggota, tetapimempunyai hak dan kewajiban sendiriterpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.4Menurut Subekti dan Tjitrosudibioyang dimaksud dengan corporatie ataukorporasi adalah suatu perseroan yangmerupakan badan hukum. Adapun YanPramadya Puspa menyatakan yangdimaksud dengan korporasi adalah :5Suatu perseroan yang merupakanbadan hukum; korporasi atauperseroan yang dimaksud adalahsuatu perkumpulan atau organisasiyang oleh hukum diperlakukanseperti seorang manusia (personal)ialah sebagai pengemban (ataupemilik) hak dan kewajiban memilikihak menggugat ataupun digugat di

2 P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997), halaman 33 Muladi dan Dwidja Priyatno,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), halaman 24 Ibid, halaman 255 Ibid, halaman 25-26. Lihat juga Subektidan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1979), halaman 34, dan YanPramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: CVAneka, 1977), halaman 256

muka pengadilan. Contoh badanhukum adalah PT (PerseroanTerbatas), N. V. (Namloze
Vennootschap), dan Yayasan(Stichting); bahkan negara jugamerupakan badan hukum.Unsur-unsur yang harus dipenuhiuntuk dapat dikatakan sebagai badan hukumadalah sebagai berikut :61. Mempunyai tujuan tertentu;2. Mempunyai harta kekayaan;3. Mempunyai hak dan kewajiban, baikuntuk menggugat maupun digugat;4. Mempunyai organisasi.Salah satu badan usaha yang dapatmenjadi badan hukum adalah Bank.Kehidupan perekonomian manusia pada saatini erat kaitannya dengan dunia perbankan,dimana perbankan berfungsi untukmembantu kebutuhan hidup manusiadengan cara menjalankan usaha bank. Bankadalah badan usaha yang menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan danmenyalurkannya kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau bentuk-bentuklainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak.7Perbankan mempunyai fungsi utamasebagai intermediasi, yaitu penghimpundana dari masyarakat dan menyalurkannyasecara efektif dan efisien pada sektor-sektorriil untuk menggerakkan pembangunan danstabilitas perekonomian sebuah Negara.Apabila masyarakat percaya pada bank,maka masyarakat akan merasa aman untukmenyimpan uang atau dananya di bank.Dengan demikian, bank menanggung risikoreputasi yang besar. Bank harus selalumenjaga tingkat kepercayaan dari nasabahatau masyarakat agar menyimpan danamereka di bank, dan bank dapat
6 Alvi Syahrin, PertanggungjawabanKorporasi, http://alviprofdr.

blogspot.com/2013/01/pertanggungjawaban-
korporasi-dalam.html#more. (diakses 20 Februari2015) Lihat juga Abdulkadir Muhammad, Hukum
Perusahaan, (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti,2010) 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir (2)
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menyalurkan dana tersebut untukmenggerakkan perekonomian bangsa.8Zaman sekarang, tidak sedikitkegiatan di bidang perbankan yang malahmenimbulkan korban. Hal ini dikarenakanadanya oknum yang tidak bertanggungjawab. Akan tetapi tidak hanya person,korporasi juga dapat dipidana karenakorporasi sudah sebagai subjek hukum, dankorporasi juga mendapat keuntungan dariapa yang telah dilakukan pengurusnya.Keinginan korporasi untuk terusmeningkatkan keuntungan yangdiperolehnya mengakibatkan terjadinyatindak pelanggaran hukum. Korporasisebagai suatu badan hukum memilikikekuasaan yang besar dalam menjalankanaktivitasnya sehingga sering melakukanaktivitas yang bertentangan dengan hukumyang berlaku. Bahkan, merugikan berbagaipihak. Walaupun demikian, banyakkorporasi yang lolos dari kejaran hukumsehingga tindak pidana yang dilakukan olehkorporasi semakin meluas dan tidak dapatdikendalikan. Dengan mudahnya korporasimenghilangkan bukti-bukti dari segalakejahatannya terhadap masyarakat.Sementara itu, tuntutan hukum terhadapperilaku buruk korporasi tersebut selaluterabaikan karena tidak ada ketegasan dalammenghadapi masalah ini. Adanyapertanggungjawaban pidana korporasi,maka dalam hal ini bank juga dapat dimintaipertanggungjawabannya.
II. Pertanggungjawaban Pidana

KorporasiDalam membicarakan tentangmasalah pertanggungjawaban pidana badanhukum, maka yang perlu diperhatikanadalah sistem perumusan yang menyatakanbahwa badan hukum itu sendiri dapatdipertanggung jawabkan dalam hukumpidana. Motivasi dari adanya sistempertanggungjawaban badan hukum adalahdidasarkan kepada perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang ekonomidan lingkungan hidup, bahwa ternyata untukbeberapa tindak pidana tertentu,
8 Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban

Hukum Nasabah Bank, (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2011), halaman 13

ditetapkannya pengurus saja sebagai yangdapat dipidana ternyata tidaklah cukup.9Kejahatan korporasi (corporate
crime) merupakan suatu wacana yang timbuldengan semakin majunya kegiatanperekonomian dan teknologi. Corporate
crime bukanlah hal yang baru, melainkan hallama yang selalu berganti kemasan. Tidakada yang menyangkal bahwa perkembanganzaman serta kemajuan peradaban danteknologi turut disertai denganperkembangan tindak kejahatan besertakompeksitasnya. Disisi lain, ketentuanhukum pidana yang berlaku di Indonesiabelum dapat menjangkaunya dan senantiasaketinggalan untuk merumuskannya.Tindak pidana (crime) dapatdiidentifikasi dengan timbulnya kerugian(harm) yang kemudian mengakibatkanlahirnya pertanggungjawaban pidana atau
criminal liability. Yang pada gilirannyamengundang perdebatan adalah bagaimanapertanggungjawaban korporasi atau
corporate liability.Tindak pidana ekonomi, bukanmustahil keuntungan yang telah diterimaoleh badan hukum yang melakukan tindakpidana itu lebih besar jika dibandingkandengan denda yang dijatuhkan sebagaipidana terhadap pengurus.10Praktik yang diterapkan di Belandasebelum pertanggungjawaban pidanakorporasi diterapkan dalam KUHP Belanda,di bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi,ditemukan kemungkinan menuntutpertanggungjawaban pidana terhadapkorporasi. 11 Dipidananya pengurus tidakmemberikan jaminan yang cukup bahwabadan hukum tidak lagi melakukan tindakpidana, dengan perkataan lain deterrence
effect nya tidak dapat diharapkan denganbaik apabila hanya pengurus saja yangdipidana.12

9 M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran
Lingkungan Hidup, (Bandung: Mandar Maju,2000), halaman 8110 Ibid11 Bismar Nasution, Kejahatan Korporasi,
http://bismar.wordpress.
com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/., (diakses20 April 2015)12 M. Hamdan, Op.Cit., halaman 82
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Mengenai kedudukan sebagaipembuat dan sifat pertanggungjawabanpidana korporasi, terdapat beberapa modelpertanggungjawaban korporasi yaitu sebagaiberikut :131. Pengurus korporasi sebagai pembuatdan penguruslah yangbertanggungjawab;2. Korporasi sebagai pembuat danpengurus yang bertanggung jawab;3. Korporasi sebagai pembuat dan jugasebagai yang bertanggung jawab.Berdasarkan dokrin vicarious
responsibility, korporasi dan pengurus jugadapat secara bersama-sama dimintaipertanggungjawabannya dengan merujukkepada anggaran dasar korporasi tersebut.Pembebanan pertanggungjawaban pidanakepada korporasi dapat dilakukan dengancara mengidentifikasi tindak pidana yangdilakukan oleh orang yang mempunyaihubungan langsung, status, dan/atau otoritatertentu dari suatu korporasi. Hal yangdiidentifikasi adalah perbuatan, pelaku,pertanggungjawaban, serta kesalahankorporasinya.Badan hukum yang dalamkenyataannya kurang/ tidak melakukandan/atau mengupayakan kebijakan atautindakan terlarang maka badan hukumdinyatakan bertanggungjawab atas kejadiantersebut. 14 Menurut Benson dan Cullen,beberapa hal sebagai berikut perludiperhatikan dalam perumusan kebijakankriminal menghadapi kejahatan korporasi :151. Alasan kuat untuk menuntut kejahatankorporasia. Dampak fisik terhadap korbanb. Kerugian ekonomisc. Spectrum luasnya korband. Efek kolateral

13 Alvi Syahrin, Pertanggaungjawaban
Pidana Korporasi, http:// alviprofdr. blogspot.
com/ 2013/ 02/ pertanggungjawabanpidana-
korporasi-oleh.html.(diakses 20 April 2015)14 Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana Dalam
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta:Sofmedia, 2011), halaman 6915 Muladi dan Diah Sulistyani RS.,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
(Corporate Criminal Responsibility), (Bandung:Alumni, 2013), halaman 70-72

e. Mendemonstrasikan perlakuan samaterhadap pelakuf. Efek pencegahan dan pendidikanterhadap pelaku potensialg. Kegagalan aturan administrativeuntuk berbuath. Tuntutan atau pilihan korbani. Keprihatinan publicj. Reaksi media massa.2. Alasan keterbatasan penuntutana. Kendala ketakcukupan SDMb. Kendala hukum dan penyidikanc. Tersedianya tindakan alternativedari lembaga lain dan proses perdataserta karakter ultimum remidiumhukum pidana administratived. Tidak tersedianya data base yangmemadaie. Kurangnya dukungan masyarakatf. Dampak negative potensial terhadapkehidupan ekonomig. Kurangnya kerjasama masyarakatdan korbanh. Karakter kejahatan korporasi sebagai
crime by powerful dari sisi politikdan/atau ekonomii. Kompleksnya sistem pembuktianj. Lemahnya koordinasi antar lembagapenegak hukumk. Aspek profesionalisme aparatpenegak hukum.3. Aspek tujuan pemidanaan; Pencegahanumum, pencegahan khusus, pembalasan,penyelesaian konflik, rehabilitasi,mmenjadikan tidak mampu,menunjukkan sikap masyarakat yangtidak toleran terhadap kejahatankorporasi, rehabilitasi baik terhadappelaku, korban maupun korporasi.4. Identifikasi kausaa. Margin keuntungan yang tidakmemadaib. Kompetisi pasar yang tajamc. Keyakinan di antara pelaku bisnisbahwa praktik illegal merupakansuatu kebutuhan dan diterimakalangan bisnisd. Standar etika yang rendah daripelaku usahae. Rendahnya angka deteksif. Sanksi yang ringan/ lemahg. Peraturan administrasi yang tidakefektif
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h. Perundang-undangan yang tidakjelas, samar, dan multitafsir.5. Cara meningkatkan ketaatan hukumkorporasia. Sanksi pidana yang lebih kerasb. Sanksi perdata dan administrasi yangmemadaic. Program pendidikan dan pelatihanpenegak hukumd. Peningkatan pendidikan etika bisnisdi sekolah-sekolah bisnise. Tingkat kesejahteraan penegakhukum diperhatikanf. Peningkatan spesialisasi penegakhukumg. Mengubah pandangan bahwa hukumpidana administrative selalu bersifat
ultimum remidium.Diadopsinya rezim pertanggungjawaban pidana korporasi, maka keberatanterhadap kemungkinan terjadinya double

sanctioning atau ne bis in idem karenakemungkinan memidana individu dankorporasi sekaligus dapat dikesampingkan.16Dari regulasi berbagai Negara secaraumum dapat disimpulkan bahwa sanksi yangdapat dijatuhkan meliputi:171. denda atau sanksi financial;2. perampasan keuntungan hasilkejahatan;3. pengambilalihan;4. menutup sementara waktu ataupermanen bangunan yang digunakanmelakukan kejahatan;5. penutupan perusahaan sementara atauseterusnya;6. pencabutan izin sementara atauseterusnya;7. tindakan administrative;8. pengumuman keputusan hakim;9. perintah restorasi;10. pengawasan;11. pidana kerja sosial;12. melarang sementara untuk melakukanperbuatan tertentu.Guna mencegah terjadinya kejahatanmaka perusahaan sebaiknya harusmemastikan agar karyawan tidakmenggunakan nama, fasilitas, atau hubunganbaik perusahaan dengan pihak eksternaluntuk kepentingan pribadi. Untuk itu,
16 Ibid, halaman 7217 Ibid, halaman 73-74

perusahaan harus mempunyai sistem yangdapat menjaga agar setiap karyawannyamenjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan,peraturan dan prosedur internal yangberlaku.18
III. Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi PerbankanBank merupakan salah satu bentukdari korporasi yang merupakan badan usahayang keberadaan dan status hukumnyadisamakan dengan manusia tanpa melihatbentuk organisasinya yang dapat memilikikekayaan dan utang, mempunyai hak dankewajiban, dan dapat bertindak menuruthukum, melakukan gugatan, dan tuntutandidepan pengadilan.19Saat ini belum ada satu kesepakatandalam pemakaian istilah mengenai tindakpidana yang perbuatannya merugikanekonomi keuamgan yang berhubungandengan lembaga perbankan. Ada yangmemakai istilah Tindak Pidana Perbankan,dan ada juga yang memakai istilah TindakPidana di bidang perbankan, bahkan adayang memakai kedua-keduanya denganmendasarkan kepada peraturan yangdilanggarnya.Dimensi bentuk tindak pidanaperbankan, bisa berupa tindak kejahatanseseorang terhadap bank, tindak kejahatanbank terhadap bank lain, ataupun kejahatanbank terhadap perorangan sehingga dengandemikian bank dapat menjadi korbanmaupun pelaku. Adapun dimensi ruang,tindak pidana perbankan tidak terbatas padasuatu ruang tertentu bias melewati batas-batas territorial suatu negara, begitu puladimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapijuga bisa berlangsung beberapa lama.Adapun ruang lingkup terjadinya tindakpidana perbankan, dapat terjadi padakeseluruhan lingkup kehidupan duniaperbankan atau yang sangat berkaitandengan kegiatan perbankan dan kebihluasnya mencakup jiga lembaga keuanganlainnya, sedangkan ketentuan yang dapatdilanggarnya baik yang tertulis maupun yang
18 Ibid, halaman 13819 Edi Yunara, Korupsi dan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), halaman 27
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tidak tertulis juga meliputi norma-normakebiasaan pada bidang perbankan, namunsemua itu tetap harus telah diatur sanksipidananya. Lingkup pelaku dan tindakpidana perbankan dapat dilakukan olehperorangan maupun badan hukum(korporasi).Undang-Undang No. 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan menetapkan tiga belas macamtindak pidana yang diatur mulai dari Pasal46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belastindak pidana itu dapat digolongkan kedalam empat macam, yaitu:a. Tindak pidana yang berkaitandengan perizinanTindak pidana ini disebut jugadengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46Ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapamenghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usaha daripimpinan Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16, diancam denganpidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahunserta denda sekurang-kurangnya10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)dan paling banyak 200.000.000.000,00 (duaratus miliar rupiah). Ketentuan ayat (2)menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatansebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)dilakukan oleh badan hukum yangberbentuk perseroan terbatas, perserikatan,yayasan atau koperasi, maka penuntutanterhadap badan-badan dimaksud dilakukanbaik terhadap mereka yang memberiperintah melakukan perbuatan itu atau yangbertindak sebagai pimpinan dalamperbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.Ketentuan ini satu-satunya ketentuan dalamUndang-Undang Perbankan yangmengenakan ancaman hukuman terhadapkorporasi dengan menuntut mereka yangmemberi perintah atau pimpinannya.b. Tindak Pidana yang berkaitandengan rahasia bankPasal 47 Ayat (1) UU Perbankanmenyebutkan bahwa barang siapa tanpamembawa perintah tertulis atau izin daripimpinan Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, danPasal 42, dengan sengaja memaksa bank atauPihak Terafiliasi untuk memberikan

keterangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 40, diancam dengan pidana penjarasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun danpaling lama 4 (empat) tahun serta dendasekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyakRp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliarrupiah).Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris,Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasilainnya yang dengan sengaja memberikanketerangan yang wajib dirahasiakanmenurut Pasal 40, diancam dengan pidanapenjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahundan paling lama 4 (empat) tahun serta dendasekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).Pasal 47A. UU Perbankanmenyebutkan bahwa Anggota DewanKomisaris, Direksi, atau pegawai bank yangdengan sengaja tidak memberikanketerangan yang wajib dipenuhisebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A danPasal 44A, diancam dengan pidana penjarasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun serta dendasekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) dan paling banyakRp.15.000.000.000,00 (lima belas miliarrupiah).Rahasia bank di atur dalam pasal 40Undang-Undang perbankan yaitu sebagiberikut .201) Bank wajib merahasiakan keteranganmengenai Nasabah Penyimpan dansimpanannya, kecuali dalam halsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,dan Pasal 44 A.2) Ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) berlaku pula bagi PihakTerafiliasiPengecualian rahasia bank adalahsebagai berikut :1) Untuk kepentingan perpajakan, (Pasal41)
20 Sutan Remy Sjahdeini, Tindak-TindakPidana Perbankan Indonesia,http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/TINGGI01/TINGGI01_SUTAN_TPP.pdf(diakses 20 April 2015)
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2) Untuk kepentingan penyelesaianpiutang bank BUMN (Pasal 41A)3) Untuk kepentingan peradilan dalamperkara pidana (Pasal 42)4) Untuk kepentingan perkara perdataantara bank dan nasabah (Pasal 43)5) Untuk kepentingan tukar6) menukar informasi antar bank (Pasal44)7) Untuk kepentingan nasabah sendiri(Pasal 44A ayat (1))8) Untuk kepentingan ahli waris nasabah(Pasal 44A ayat (2))9) Untuk kepentingan Bank Indonesia(Pasal 30 dan Pasal 31)10) Untuk kepentingan akuntan publik(Pasal 31A)11) Untuk kepentingan12) PPATK, (Pasal 15 jo Pasal 13 Undang -Undang No. 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 25 Tahun 2003)13) Untuk kepentingan pemeriksaan dalamperkara tindak pidana pencucian uang(Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun2002 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 25 Tahun 2003)14) Untuk kepentingan pemeriksaan dalamperkara tindak pidana korupsi oleh KPK(Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi)Pengungkapan rahasia bank kepadapetugas perpajakan diatur dalam Pasal 41sebagai berikut :1) Untuk kepentingan perpajakan,Pimpinan Bank Indonesia ataspermintaan Menteri Keuanganberwenang mengeluarkan perintahtertulis kepada bank agar memberikanketerangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenaikeadaan keuangan nasabah penyimpantertentu kepada pejabat pajak.2) Perintah tertulis sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) harusmenyebutkan nama pejabat pajak dannama nasabah wajib pajak yangdikehendaki keterangannya.Pengungkapan rahasia bank kepadaBUPLN/PUPN diatur dalam Pasal 41 Asebagai berikut:1) Untuk penyelesaian piutang bank yangsudah diserahkan kepada Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara / PanitiaUrusan Piutang Negara, Pimpinan BankIndonesia memberikan izin kepadapejabat Badan Urusan Piutang danLelang Negara / Panitia Urusan PiutangNegara untuk memperoleh keterangandari bank mengenai simpanan NasabahDebitur.2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diberikan secara tertulis ataspermintaantertulis dari Kepala Badan UrusanPiutang dan Lelang Negara / KetuaPanitia Urusan Piutang Negara.3) Permintaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) harus menyebutkannama dan jabatan pejabat Badan UrusanPiutang dan Lelang Negara / PanitiaUrusan Piutang Negara, nama NasabahDebitur yang bersangkutan dan alasandiperlukannya keterangan.Pengungkapan rahasia bank kepadapenegak hukum diatur dalam Pasal 42sebagai berikut:1) Untuk kepentingan peradilan dalamperkara pidana, Pimpinan BankIndonesia dapat memberikan izinkepada polisi, jaksa atau hakim untukmemperoleh keterangan dari bankmengenai simpanan tersangka atauterdakwa pada bank.2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diberikan secara tertulis ataspermintaan tertulis dari KepalaKepolisian Republik Indonesia, Jaksaagung, atau Ketua Mahkamah Agung.3) Permintaan sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (2) harusmenyebutkan nama dan jabatan polisi,jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukannyac. Tindak pidana yang berkaitandengan pengawasan danpembinaanPasal 48 Ayat (1) UU Perbankanmenyebutkan bahwa Anggota DewanKomisaris, Direksi, atau pegawai bank yangdengan sengaja tidak memberikanketerangan yang wajib dipenuhisebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) danayat (2), diancam dengan pidana penjarasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun danpaling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda
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sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).Ayat (2) UU Perbankan menyebutkanbahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi,atau pegawai bank yang lalai memberikanketerangan yang wajib dipenuhisebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat(1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) danAyat (2),diancam dengan pidana kurungansekurang-kurangnya 1 (satu) tahundanpaling lama 2 (dua) tahun dan ataudenda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danpaling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).d. Tindak pidana yang berkaitandengan usaha bank.Pasal 49 Ayat (1) UU Perbankanmenyebutkan bahwa, Anggota DewanKomisaris, Direksi, atau pegawai bank yangdengan sengaja :(1). Membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu dalam pembukuanatau dalam laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan transaksi atau rekening suatubank;(2). Menghilangkan atau tidak memasukkanatau menyebabkan tidak dilakukannyapencatatan dalam pembukuan ataudalam laporan, maupun dalam dokumenatau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu bank;(3). Mengubah, mengaburkan,menyembunyikan, menghapus, ataumenghilangkan adanya suatupencatatan dalam pembukuan ataudalam laporan, maupun dalam dokumenatau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu bank, ataudengan sengaja mengubah,mengaburkan, menghilangkan,menyembunyikan atau merusak catatanpembukuan tersebut.Diancam dengan pidana penjarasekurang-kurangnya 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun sertadenda sekurang-kurangnyaRp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) dan paling banyakRp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliarrupiah).

Pasal 49 UU Ayat (2) Perbankanmenyebutkan bahwa, Anggota DewanKomisaris, Direksi atau pegawai bank yangdengan sengaja :(1). Meminta atau menerima, mengizinkanatau menyetujui untuk menerima suatuimbalan, komisi, uang tambahan,pelayanan, uang atau barang berharga,untuk keuntungan pribadinya atauuntuk keuntungan keluarganya, dalamrangka mendapatkan atau berusahamendapatkan bagi orang lain dalammemperoleh uang muka, bank garansi,atau fasilitas kredit dari bank, ataudalam rangka pembelian ataupendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dankertas dagang atau bukti kewajibanlainya, ataupun dalam rangkamemberikan persetujuan bagi orang lainuntuk melaksanakan penarikan danayang melebihi batas kreditnya padabank;(2). Tidak melaksanakan langkah-langkahyang diperlukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuandalam undang-undang ini dan ketentuanperaturan perundang-undangan lainyayang berlaku bagi bank, Diancamdengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan palinglama 8 (delapan) tahun serta dendasekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah).Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankanmenyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yangdengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuan dalamUndang-undang ini dan peraturanperundang-undangan lainnya yang berlakubagi bank, diancam dengan pidana penjarasekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun danpaling lama 8 (delapan) tahun serta dendasekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).Pasal 50A. UU Perbankanmenyebutkan bahwa, Pemegang saham yangdengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris,Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan
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atau tidak melakukan tindakan yangmengakibatkan bank tidak melaksanakanlangkah-langkah yang diperlukan untukmemastikan ketaatan bank terhadapketentuan dalam undang-undang ini danketentuan perundang-undangan lainnyayang berlaku bagi bank, diancam denganpidana penjara sekurang-kurangnya 7(tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliarrupiah).Dilihat dari perjalanan pemikiranmengenai corporate crime, banyakmenimbulkan pro dan kontra di kalanganahli hukum khususnya hukum pidana. Didalam hukum pidana ada doktrin yangberkembang yaitu doktrin universitas
delinquere non potest (korporasi tidakmungkin melakukan tindak pidana), inidipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaankorporasi di dalam hukum pidana hanyalahsebagai fiksi hukum yang tidak mempunyai
mind, sehingga tidak mempunyai suatu nilaimoral yang disyaratkan untuk dapatdipersalahkan secara pidana (unsurkesalahan). Padahal, di dalam suatudelik/tindak pidana mensyaratkan adanyakesalahan (mens rea) selain adanyaperbuatan (actus reus) atau dikenaldengan actus non facit reum, nisi mens sit rea.Masalah ini sebenarnya tidakmenjadi masalah oleh kalangan yang proterhadap pemikiran corporate crime.Menurut Mardjono Reksodiputro ada dua halyang harus diperhatikan dalam menentukantindak pidana korporasi yaitu, pertamatentang perbuatan pengurus (orang lain)yang harus dikonstruksikan sebagaiperbuatan korporasi dan kedua tentangkesalahan pada korporasi. Menurutpendapat beliau, hal yang pertama untukdapat dikonstruksikan suatu perbuatanpengurus adalah juga perbuatan korporasimaka digunakanlah asas identifikasi. Denganasas tersebut, maka perbuatan pengurusatau pegawai suatu korporasi,diidentifikasikan (dipersamakan) denganperbuatan korporasi itu sendiri. Untuk halyang kedua, memang selama ini dalam ilmuhukum pidana gambaran tentang pelakutindak pidana masih sering dikaitkan dengan

perbuatan yang secara fisik dilakukan olehpembuat (fysieke dader) namun hal ini dapatdiatasi dengan ajaran “pelaku fungsional”(functionele dader) . Dengan kita dapatmembuktikan bahwa perbuatan pengurusatau pegawai korporasi itu dalam lalu lintasbermasyarakat berlaku sebagai perbuatankorporasi yang bersangkutan makakesalahan (dolus atau culpa) mereka harusdianggap sebagai keasalahan korporasi.Menurut Remy Sjahdeini ada duaajaran pokok yang menjadi bagi pembenarandibebankannya pertanggungjawaban pidanakepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebutadalah doctrine of strict liability dan doctrine
of vicarious liability. Berdasarkan ajaran
strict liability pelaku tindak pidana dapatdiminta pertanggungjawabannya tanpadisyaratkannya adanya kesalahan sedangkanmenurut ajaran vicarious liabilitydimungkinkan adanya pembebananpertanggungjawaban pidana dari tindakpidana yang dilakukan.Menurut Sudarto, memang harusdiakui, bahwa untuk sistematik dan jelasnyapengertian tentang tindak pidana dalam artikeseluruhan syarat untuk adanya pidana(der inbegriff dervoraussetzungen der strafe),pandangan dualistis itu memberikanmanfaat. Yang penting ialah kita harussenantiasa menyadari bahwa untukmengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demijelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan olehSimons dan sebagainya,atau dipilah-pilah,ada syarat yang melekat pada perbuatan danada syarat yang melekat pada orangnyaseperti dikemukakan oleh Moelyatno, ituadalah tidak prinsipiil, yang penting ialahbahwa semua syarat yang diperlukan untukpengenaan pidana harus lengkap adanya.Asas ini tidak tercantum dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana Indonesiaataupun peraturan lainnya, namunberlakunya asas ini sekarang tidak diragukankarena akan bertentangan dengan rasakeadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidanapadahal ia sama sekali tidak bersalah.Karena asas utama dalampertanggungjawaban pidana adalahkesalahan, maka timbul permasalahan barudengan diterimanya korporasi sebagaisubjek hukum pidana.
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Menurut Mardjono Reksodipuro,sehubungan dengan diterimanya korporasisebagai subjek hukum pidana, maka hal iniberarti telah terjadi perluasan daripengertian siapa yang merupakan pelakutindak pidana (dader). Permasalahan yangsegera muncul adalah sehubungan denganpertanggungjawaban pidana korporasi. Asasutama dalam pertanggungjawaban pidanaadalah harus adanya kesalahan (schuld) padapelaku. Bagaimanakah harusdikonstruksikan kesalahan dari suatukorporasi. Ajaran yang banyak dianutsekarang ini memisahkan antara perbuatanyang melawan hukum (menurut hukumpidana) dengan pertanggungjawaban pidanamenurut hukum pidana. Perbuatan melawanhukum oleh korporasi sekarang sudahdimungkinkan. Tetapi bagaimanamempertimbangkan tentangpertanggungjawaban pidananya. Dapatkahdibayangkan pada korporasi terdapat unsurkesalahan (baik kesengajaan atau dolus ataukealpaan atau culpa). Dalam keadaan pelakuadalah manusia, maka kesalahan inidikaitkan dengan celaan (verwijtbaarheid;
blameworthiness) dan karena ituberhubungan dengan mentalitasatau psyche pelaku. Bagaimana halnyadengan pelaku yang bukan manusia, yangdalam hal ini adalah korporasi.Kenyataannya diketahui bahwakorporasi berbuat dan bertindak melaluimanusia (yang dapat pengurus maupunorang lain). Jadi pertanyaan yang pertamaadalah, bagaimana konstruksi hukumnyabahwa perbuatan pengurus (atau orang lain)dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatankorporasi yang melawan hukum (menuruthukum pidana). Dan pertanyaan keduaadalah bagaimana konstruksi hukumnyabahwa pelaku korporasi dapat dinyatakanmempunyai kesalahan dan karena itudipertanggung-jawabkan menurut hukumpidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulitapabila difahami bahwa hukum pidanaIndonesia mempunyai asas yang sangatmendasar yaitu : bahwa tidak dapatdiberikan pidana apabila tidak ada kesalahan(dalam arti celaan).21

21 Mardjono Reksodipuro, Kemajuan
Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan
Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan

Ajaran strict responsibility dapatditerapkan dalam dunia perbankan diIndonesia. Strict responsibility merupakanbagian dari teori pertanggungjawabanpidana korporasi yang memiliki maknabahwa pertanggungjawaban yangdibebankan kepada pelaku yangbersangkutan tidak perlu dibuktikan lagiadanya kesalahan.Bank sebagai korporasi memilikipertanggungjawaban pidana atas kegiatanpemberian kredit yang dilakukan olehbankirnya. Hal ini terjadi apabila kegiatanpemberian kredit tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan aturanperundang-undangan yang berlaku, dianalisis sesuai dengan prinsip kehati-hatian,dimaksudkan semata-mata untukkepentingan bank tersebut, bankir tidakmempergunakan penyaluran fasilitas kredituntuk keuntungan diri sendiri, dan bankirdimaksud dalam menganalisis telahbertindak professional dan telahmelaksanakan tugasnya sesuai dengankeahlian yang dimilikinya.Terhadap tindakan yang demikianini, yang bertanggungjawab adalah banksebagai korporasi, apabila oleh putusanpengadilan dikenakan hukuman berupahukuman pidana denda, yang harusmembayar tentunya adalah institusi bank itusendiri, bukan pribadi bankir.22 Masalahnyaadalah apabila putusan pengadilan berupapertanggungjawaban pidana bukan dalambentuk penggantian kerugian, melainkanberupa kurungan badan. Korporasi sebagaibadan hukum yang bukan berbentuk recht
person tidak dapat menjalankan hukumanpidana berupa kurungan badan.Korporasi hanya mungkinmenjalankan putusan pengadilan sepanjangyang berkaitan dengan penggantian kerugianataupun apabila izin usahanya dicabut.Namun dalam putusan pengadilan atas kasustindak pidana korupsi, hukuman pidanaberupa denda maupun kurungan badan padaumumnya merupakan satu kesatuan. 23
Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994),halaman 10222 Jonker, Tanggung Jawab Yuridis Bankir
atas Kredit Macet Nasabah, (Bandung: Alumni,2009), halaman 7323 Ibid
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Namun, pada prakteknya, denda yangdijatuhkan kepada korporasi sekedardihitung sebagai biaya produksi tanpasepeserpun mengurangi biaya korporasi.walaupun mengurangi keuntungan, praktekilegal korporasi masih dapat terus berlanjut.Dengan kata lain, denda yang dikenakankepada korporasi hanya mengubah tindakkejahatan korporasi dari kejahatan terhadapmasyarakat menjadi biaya dalam kegiatanbisnis publisitas atas keburukan korporasijuga dapat dilakukan sebagai sanksi ataskejahatan korporasi.Terkait tindak pidana di bidangperbankan, terdapat kasus E. C. W. Neloeyang merupakan mantan Direktur Utama PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Neloemenyatakan bahwa dalam kasusnya terdapatmanfaat bisnis bagi Bank Mandiri yakniterhindar dari kemungkinan kerugian akibatnilai negatif modal PT. Tahta Medan yangpada tahun 2001 telah mencapai Rp. 121,6Miliar, serta Bank Mandiri memperolehprovisi, bunga dan denda yang sudahdibukukan sampai akhir Desember 2005dengan total sebesar Rp. 58 Miliar.24Putusannya Majelis HakimMahkamah Agung menyatakan bahwaterdapat Laporan Hasil Kerugian KeuanganNegara yang dibuat Tim Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor : S-385/06.02/2005 Tanggal 22 Juli 2005, yangpada kesimpulannya “bahwa terdapatkerugian keuangan Negara cq. PT. BankMandiri (Persero) berupa fasilitas kreditinvestasi yang telah ditarik yaitu sekurang-kurangnya sebesar USD. 18.500.000,-“.25Bank Mandiri sebagai Badan UsahaMilik Negara mengelola kekayaan Negara.Oleh sebab itu, tindakan melawan hukumyang dilakukan Direksi atau Pegawai BankMandiri, yang merugikan atau dapatmerugikan Bank Mandiri, dapatdikategorikan sebagai perbuatan korupsi,karena telah menimbulkan kerugian atau
24 E. C. W. Neloe, Pemberian Kredit Bank

Menjadi Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: VerbumPublishing, 2012), halaman 10325 Putusan Mahkamah Agung Nomor1144K/ PID/ 2006 Tanggal 13 September 2007atas nama E. C. W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M.Sholeh Tasripan, halaman 151

dapat merugikan Negara yaitu kekayaanNegara yang dikelola Bank Mandiri.Seluruh rangkaian kepengurusan didalam suatu bank guna melakukanpengawasan, apabila terdapat suatu tindakpidana di dalamnya sebagaimana yangterdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka ia bertanggungjawabsecara pribadi dengan menilai unsur-unsurkesalahan dalam perbuatannya. Begitu jugaterhadap korporasi, dengan melihatpertanggungjawaban serta kesalahan yangdiperbuatnya, karena terhadap tindakpidana perbankan terkait denganpengawasan bank, bank tersebut juga dapatdimintai pertanggungjawaban sebagaimanayang terdapat dalam Undang-Undang BankIndonesia ataupun Undang-Undang OtoritasJasa Keuangan.Bank Indonesia dapat menentukansanksi administratif  kepada bank-bank yangtidak memenuhi kewajibannya sebagaimanayang telah ditentukan oleh Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabuteksistensi atau  izin usaha bank yangbersangkutan.26Sanksi administratif sebagaimanadimaksud di atas adalah sebagai berikut :1. Denda uang;2. Teguran tertulis;3. Penurunan tingkat kesehatan bank4. Larangan untuk turut serta dalamkegiatan kliring;5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu,baik untuk kantor cabang tertentu,maupun untuk bank secarakeseluruhan;6. Pemberhentian pengurus bank danselanjutnya menunjuk dan mengangkatpengganti sementara sampai RapatUmum Pemegang Saham atau RapatAnggota Koperasi mengangkatpengganti yang tetap denganpersetujuan Bank Indonesia;
26 Berdasarkan Undang-Undang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,maka tugas pengaturan dan pengawasanterhadap kegiatan jasa keuangan di sektorperbankan telah beralih dari Bank Indonesiakepada Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi tetapada keterkaitan antara Bank Indonesia sebagaibank sentral.



Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017 ISSN No: 1979 – 8652

43

7. Pencantuman anggota pengurus,pegawai bank, pemegang saham dalamdaftar orang tercela di bidangperbankan.Menetapkan badan hukum sebagaipelaku tindak pidana, dapat dilihat darikewenangan yang ada pada badan hukumtersebut. Badan hukum secara faktualmempunyai wewenang mengatur/menguasai dan /atau memerintah pihakyang dalam kenyataannya melakukantindakan terlarang.27
IV. PenutupBerdasarkan hal di atas, maka dapatditarik kesimpulan bahwa :1. Pertanggungjawaban pidana juga dapatdibebankan kepada korporasi apabilakorporasi mendapat keuntungan atasterjadinya suatu tindak pidana.Meminta pertanggungjawaban pidanapada korporasi sudah dirasa pentingguna memberikan efek jera bagiperusahaan tersebut agar tidakmengulangi perbuatannya ataukesalahannya lagi, namun apabilaperusahaan memang terlibat danmendapat keuntungan.2. Pertanggungjawaban pidana bagikorporasi di bidang perbankan jugadapat diterapkan, terutama apabilaundang-undang di bidang perbankan itusendiri telah mengaturnya sepertiUndang-Undang tentang Perbankan,Undang-Undang tentang BankIndonesia,  serta Undang-Undang No. 21Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan.Adapun saran yang dikemukakandalam penulisan ini adalah sebagai berikut :1. Perlunya aturan hukum yang jelas  dantegas mengenai pertanggungjawabanpidana korporasi beserta sanksi yangdapat diterapkan apabila korporasidinilai mendapat keuntungan dariterjadinya suatu peristiwa pidana,karena tidak mungkin korporasi dapatdiberikan sanksi penjara ataupunkurungan.2. Perlu dilakukannya perubahan atasUndang-Undang Perbankan, karenatelah beralihnya tugas dan kewenangan

27 Alvi Syahrin, Op.Cit., halaman 68-69

Bank Indonesia kepada Otoritas JasaKeuangan sedangkan di dalam Undang-Undang Perbankan itu sendiri masihbersandar pada Bank Indonesia,meskipun tetap ada keterkaitan BankIndonesia dengan sektor perbankankarena Bank Indonesia merupakan banksentral. Serta adanya aturan dan sanksiyang lebih tegas dalam Undang-Undangbidang perbankan bagi korporasiperbankan yang terbukti melakukankesalahan.
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